WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN EANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

WALIKOTA PANGKALPINANG,

a. bahwa untuk Percepatan Penanganan Corona Virus

Disease 2019 (Ccvid-19), telah dibentuk Gugus
Tugas Pemerintah Kota Pangkalpinang Nomor
275/KEP/DINKESPPKB/III/2020;

. bahwa Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah

pada Pemerintah Kota Pangkalpinang menjadi bagian dari

Gugus Tugas;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020;




Mengingat : 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091), Undang-Undang Darurat Nomor S5 Tahun 1956
(Lembaran Negéra Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389);




7.

10.

11,

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah ‘beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminsitrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor




Menetapkan :

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden RI nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 220);

16. Peratura Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Berita

Negera Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 249);

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan
Dana BagiHasil, Dana AlokasiUmum, Dana Insentif
Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona
Virus Disease 2019 COVID-19 (Berita Negera Republik
Indonesia tahun 2020 Nomor 250);

18. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020
tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 COVID-19;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 45
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal I
Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota
Pangkalpinang Nomor 45) diubah sebagai berikut :




1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 semula
berjumlah Rp.871.120.178.612.13 bertambah

segjumlah Rp.106.483.334.849,00 sehingga menjadi
Rp.977.603.513.461,13 dengan rincian sebagai berikut:

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan :
a. Semula Rp. 760.402.187.063,13

b. Bertambah/berkurang Rp. 105.691.215.000,00
Jumlah Pendapatan setelah

perubahan Rp. 866.093.402.063,13
2. Belanja:

a. Semula Rp. 871.120.178.612,13

b. Bertambah Rp. 106.483.334.849,00

Jumlah Belanja setelah

perubahan Rp. 977.603.513.461,13

(Defisit) setelah perubahan Rp. (111.510.111.398,00)
3. Pembiayaan :

a. Penerimaan :
1) Semula Rp. 110.717.991.549,00

2) Bertambah Rp. 792.119.849,00

Jumlah Penerimaan

setelah perubahan Rp. 111.510.111.398,00
b. Pengeluaran : |

1) Semula Rp.

2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Jumlah Pengeluaran

Setelah perubahan Rp. 0

Jumlah Pembiayaan neto

Setelah Perubahan Rp. 11.510.111.398,00

Sisa lebih pembiayaan

Anggaran setelah

perubahan Rp. 0,00



2. Ketentu an Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran
Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 3
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang
ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan penindang-undangan.

Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 A,prll 2020

x!/h".

WALIKOTA PAN GKALPINAN G

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 April 2020

K A PA‘NGKA PINANG

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 18









